Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindakan Kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota) by 21211011, J. M. (Jurnal)
  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG 
MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK RASA 















































In the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 Article 28 states that "freedom 
of association and assembly, issued a mind with oral and written and as defined in the 
legislation, passed by the birth of Law No 9 of 1998 on Freedom of Opinion General 
Upfront. 
The rally, which is one of personal freedom in expression was regulated in Law 
No. 9 of 1998 on the submission of opinion in public, which also regulates the 
procedures for implementation, the actions that can be done, and what should not be 
done in the implementation of delivery in public opinion. State Police  as a tool given 
duties and responsibilities in order to secure the implementation of the rallies, which 
also provided for in Act No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. But 
the existence of these regulations will not necessarily make the implementation of 
demonstration runs safely, we can actually see and hear activity demonstrations often 
ended with clashes between the protesters apparatus. 
Clashes occur frequently causing casualties especially among protesters. 
Because the Police who have shields, batons, and other equipment in the anarchic mass 
dispel. Thus providing an indication that members of the police in carrying forward the 
mandatory safety procedures, rules, and commands from superiors in securing the 
movement of security forces rally. 
Police officers who are convicted of violent acts against protesters will be given 
disciplinary sanction, the code of ethics and even prosecuted criminally to the General 
Court for committing acts that are not in accordance with the procedures and legal. 
However, there are several factors that cause has not to application of the law and 
criminal sanctions against members of the police who commit violence against 
protesters, among other things are mental factors law enforcement, legal 
factorsthemselves and thecommunityfactors that do not want to report. Therefore the 
police are expected to do the steps taken by nature impose criminal sanctions against 
members of the police who commit violent acts of violence against protesters among 
other things are maximize them mentality in law enforcement, understand the legislation 
and have the initiative in enforcing the law. 


















Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 
menyatakan bahwa "kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tertulis dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, yang disahkan 
oleh lahirnya UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Umum dimuka. 
 Rally, yang merupakan salah satu kebebasan pribadi dalam ekspresi yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka 
umum, yang juga mengatur prosedur pelaksanaan, tindakan yang bisa dilakukan, dan 
apa yang tidak harus dilakukan dalam pelaksanaan pengiriman opini publik. Kepolisian 
Negara sebagai alat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan 
pelaksanaan aksi unjuk rasa, yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun keberadaan peraturan ini 
tidak selalu membuat pelaksanaan demonstrasi berjalan dengan aman, kita sebenarnya 
bisa melihat dan mendengar demonstrasi aktivitas sering berakhir dengan bentrokan 
antara aparat demonstran. 
 Bentrokan terjadi sering menimbulkan korban terutama di kalangan demonstran. 
Karena Polisi yang memiliki tameng, tongkat, dan peralatan lainnya dalam menghalau 
massa anarkis. Sehingga memberikan indikasi bahwa anggota polisi dalam menjalankan 
maju prosedur wajib keselamatan, peraturan, dan perintah dari atasan dalam 
mengamankan pergerakan pasukan keamanan reli. 
 Petugas polisi yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk 
rasa akan diberikan sanksi disiplin, kode etik dan bahkan dituntut pidana ke Pengadilan 
Umum karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan hukum. 
Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum untuk penerapan hukum dan 
sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk 
rasa, antara lain adalah faktor mental penegak hukum, faktor hukum itu sendiri dan 
faktor-faktor masyarakat yang tidak ingin laporan. Oleh karena itu polisi diharapkan 
untuk melakukan langkah-langkah yang diambil oleh alam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan kekerasan terhadap 
pengunjuk rasa antara lain adalah memaksimalkan mereka mentalitas dalam penegakan 















Kegiatan Unjuk rasa pada dasarnya kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. yang 
menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang”.1 Pada 
masa Orde Baru, dimana berpendapat dimuka umum atau berunjuk rasa menjadi hal 
tabu, dan sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat kepolisian untuk 
menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Namun Seiring bergulirnya rezim 
orde baru kerena krisis moneter yang tidak dapat diatasi secara sehingga menciptakan 
krisis kredibilitas yang mendorong munculnya keadaan yang semakin represif.
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Tindakan represif berupa perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan 
mahasiswa dengan kondisi rezim yang sudah sedemikian stagnan ini menjadi sangat 
dimaklumi serta bahkan perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. Hak perlawanan 
yang dilakukan mahasiswa itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan dengan melihat dua 
kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu: Pertama, bahwa tindakan-tindakan penguasa 
secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta  kedua, semua sarana dan jalan hukum 
yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, 
termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa.
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Lahirnya Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat 
Dimuka Umum.Hal itu untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan 
keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia.Masyarakat diberikan kebebasan dan 
keleluasaan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi 
merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan 
perwujudantatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Kehidupan 
berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat lebih berani dan terbuka 
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Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hal 154  
2Triyanto Lukmantoro. Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis.Jurusan Ilmu 
Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. 1997. Hal 1 
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dalam penyampaian aspirasi.Polri diberi amanah oleh undang-undang untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban khususnya saat melakukan pengamanan pelaksanaan aksi 
Demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat 
di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap 
pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
4
Reformasi dalam tubuh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)dituntut bukan hanya memberikan rasa 
aman pada semua elemen masyarakat namun, melalui perubahan struktural dan mental 
dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terwujud anggota Polri dengan dedikasi 
tinggi dan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melaksanakan 
tugas-tugasnya. Dan Perpolisian masyarakat yang juga telah dilaksanakan guna 
mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
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Tuntutan masyarakat terhadap revitalisasi tugas-tugas Polri semakin meningkat 
seiring masih terdapat sisi negatif dari penyelenggaraan tugas pokok Polri berupa 
penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang, 
kualitas pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, serta bertindak arogan akibat dari 
karakter militer yang telah mendasar dan terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 
Salah satu pelaksanaan tugas Kepolisian yakni melakukan pengamanan terhadap aksi 
unjuk rasa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kepolisian memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
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Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang marak akhir-akhir ini terkadang disertai 
juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan 
yang cenderung agresif dan anarkis oleh pengujuk rasa ketika berlangsungnya aksi 
tersebut,sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif balasan dari kepolisian kepada 
pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat 
dimuka umum oleh undang-undang, terkadang melakukan tindakan pasif. Tindakan 
pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang, 
tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu  ketertiban masyarakat 
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Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Pasal 13 ayat (2) 
5Almanac on Indonesian Security Sector Reform – 2007” oleh  The Geneva. . Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces and Indonesian Institute for Strategic and Defence Studies (LESPERSSI), 
Juga bacalah Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), Backgrounders on Security 
Sector Reform Tautan web: http://www.idsps.org/index.php/lang=en, diakses  21 November 2012 
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Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Hal 11 
  
atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk 
menghentikan perilaku tersebut”.7Tindakan kekerasan seperti hasutan, dorongan, dan 
bahkan pemukulan kepada pengunjuk rasa sangat bertentangan terhadap HAM dan 
merupakan suatu tindak pidana.  
Pada dasarnya Polri Sebagai aparatur aparatur pemerintah juga berkewajiban 
untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat rnenyelenggarakan pengamanan. 
Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia 
(HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya 
Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan 
dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada 
batasan terhadap kekuasaan polisi.
8
Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk 
menghormati ketetapan HAM dalam perundang-undangan nasional.
9
 Namun Polri juga 
dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisan yang dilakukan secara  bertanggung 
jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan 
tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancamkeselamatan atau 
membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala 
upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan 
tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.
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Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri 
apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, 
maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang 
dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan 
tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur,  
sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab U(ndang-undang Hukum 
Pidana, menyatakan bahwa : 
Pasal 351 
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Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 
butir 5. 
8Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR).”Apakah Perpolisian Berbasis Ham Itu?”, hal 15  
9Undang-undang Dasar 1945  dan amendemen keempatnya, Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU 
No39/1999), Undang-undang tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP. 
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Protap Kapolri No: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penaggulangan Anarki. Hal 1 
  
(1)  Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,   
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun.   
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.   
(4)  Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.   




Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjuk rasa merupakan 
suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q 
Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang 
untuk: “menyalahgunakan wewenang”12 dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. 
Oleh karena itu  apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan herus dilakukan 
proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan 
yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan 
menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan 
Umum 
Di wilayah Polresta Pontianak Kota dari tahun jumlah kegiatan unjuk rasa dari 
tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah kegiatan unjuk rasa dari tahun 2009 berjumlah 
40 aksi unjuk rasa, tahun 2010 berjumlah 58 aksi unjuk rasa, tahun 2011 berjumlah 
tercatat 76 aksi unjuk rasa, dan pada tahun 2012 sampai bulan Juni berjumlah 27 aksi 
unjuk rasa. Untuk unjuk rasa sendiri diwilayah Kota Pontianak yang dilakukan oleh 
Mahasiswa, Buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, 
serta beberapa Kelompok Masyarakat. Dampak dari aksi unjuk rasa yang berakhir 




“Demo Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Aspirasi Rakyat 
(Solmadapar) yang meminta penanganan kasus korupsi dana Bansos KONI Kalbar 
berujung ricuh, Senin (12/12) pagi di Bundaran Tugu Digulis Untan. Sebanyak tujuh 
demonstran mengalami luka-luka setelah bentrok dengan polisi. Tindakan kekerasan 
yang dilakukan anggota Polri tersebut sering dianggap sebagai tindakan menyimpang.”  
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Pasal 351. Solahuddin.KUHP, KUHAP. KUHPerdata. Visi Media. 2012. Jakarta.  
12Pasal 6 huruf q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  2  Tahun 2003  Tentang  Peraturan 
Disiplin Anggota Kepolisian Negara  Republik Indonesia  
13





1. Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan 
tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa sudah terlaksana sebagaimana 
mestinya? 
2. Faktor – faktor yang Penyebab Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri 
yang melakukan Kekerasan terhadap pengunjuk rasa Belum terlaksana sebagaimana 
mestinya? 
3. Langkah-langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh Propam Polresta Pontianak 
Kota Agar Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang 
melakukan Kekerasan Terlaksana Sebagaimana mestinya? 
 
Pembahasan 
1. Belum terlaksananyaPertanggungjawaban  PidanaterhadapAnggota  
PolriYang Melakukan Kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa 
Reformasi birokrasi Polri, dalam mewujudkan pemerintahan dan 
organisasiyang bersih (clean government and organitation), Polri terus 
melaksanakan program dan bertanggung jawab atas program reformasi dibidang 
penegakan hukum. Hal tersebut merupakan sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim 
Reformasi Hukum,penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam upaya 
memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali Kepolisian yang 
merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menagkkan hukum. 
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan 
dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban 
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Op Cit. Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian RI. 
  
Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan 
Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 
2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institsional Peradilan Umum Bagi Anggota 
Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat 
dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan 
diantaranyaberupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk 
rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Dalam Pasal 351 
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), menyatakan bahwa : 
Pasal 351 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,   
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun.   
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.   
(4)  Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.   




Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum 
kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami 
problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun 
eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidakefektifan 
penegakanhukum.Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur Negara tersebut 
disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan 
moralitas.Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum,mencakup 
pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. 
Sehingga dalam prosesnya terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi antara 
lain:“ 
1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 
pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;  
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai 
kesejahteraan aparatnya, dan  
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Pasal 351. Solahuddin.KUHP, dan  KUHPerdata. Visi Media. 2012. Jakarta. 
  
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun 
yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum 
materielnya maupun hukum acaranya”.16 
Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa pada 
dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Dalam pertanggungjawaban pidana Polri 
tunduk pada Peradilan Umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: 
1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan 
Peradilan Umum 
Dalam pengakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan 
pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki 
tanggungjawab dan tugas dalam. Propam didalam struktur organisasi di Polres 
merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah 
Kapolres.
17
pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan 
pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS 
Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta 
rehabilitasi personel. 
Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Provos 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:   
a.  melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;   
b. membantu pimpinanmenyelenggarakan pembinaan dan penegakandisiplin, 
serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia;   
c.  menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;   
d.  melaksanakan putusan Ankum 
 
Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya Sipropam dalam melaksanakan 
tugas dibantu oleh: 
1. Unit Provos,  
bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang 
penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan 
ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik 
                                               
16Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum. Jakarta. Hal 3 http://www.docudesk.com. 
17Pasal 28 Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat 
Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. 
  
profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel 
Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode 
etik profesi; dan 
2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal),  
Bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan 
disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi 
personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti 
melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.
18
 
    
Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian 
sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan 
tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat 
berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan 
tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat 
berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan 
pengaduan yang terjadi di masyarakat. 
Penegakan hukum yang terkesan tidak transparanpada anggota Kepolisian 
itu sendiri, seharusnya dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk 
menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan.faktor-faktor yang mungkin 
mempengaruhi.Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa unsur atau faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum.Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 
netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor 
tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Faktor hukumnya sendiri. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 




Seorang penegak hukum,sebagaimana halnya dengan warga masyarakat 
lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan 
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sekaligus.Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara sebagai kedudukan 
dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of role).Jika dalam 
kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan 




Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide 
(ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat 
abstrak menjadi kenyataan
21
.Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 
penegakan hukum yaitu 
22
 : 
1.   Kepastian hukum 
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap 
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 
2.  Kemanfaatan 
Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus 
memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul 
keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum. 
3.   Keadilan 
Hukum itu tidak identik dengan keadilan.Hukum itu bersifat umum, 
mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.Sebaliknya keadilan 
bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 
 
Tidak adanya penegakan hukum terhadap anggota Polri, membuat adanya 
tindak kekerasan yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada oknum 
anggota Polri. Banyaknya tindakan-tindakan yang mengotori hukum yang 
kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di 
Negara ini.Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah 
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2. Faktor–faktor PenyebabBelumTerlaksananyaPertanggungjawaban   Pidana   
TerhadapAnggota   Polri   yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk 
Rasa 
A. Faktor Mentalitas Penegak hukum 
Mental petugas dalam menegakkan hukum sering menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Penegak hukum yakni 
pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Secara sosiologis, 
maka setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan 
(role).Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu 
penerapan peran penegakan hukum
24
.Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan 
hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, 




Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga 
agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap 
ditegakkan. Mental anggota Polri yang tidak seperti yang diharapkan, Dapat 
melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum di Negara ini berada  pada 
kondisiyang  tidak menggembirakan.Masyarakat mempertanyakan 
kinerja  aparat penegak  hukum.
26
 
Kurang berperannya Propam dalam penegakan hukum sebenarnya lebih 
banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan) Kepolisian. Diskresi menyangkut 
pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana 
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penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, 
pentingnya suatu deskresi, dibebabkan karena 
27
: 
a. tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, 
sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. 
b. adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-
undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, 
sehingga menimbulkan ketidakpastian. 
c. kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana 
yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan 
d. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara 
khusus. 
 
Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan 
hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang 
mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya 
lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak 
transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor 
penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan 
hukum.
28
Peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka 
akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan 





B. Faktor Hukumnya Itu Sendiri 
Ketentuan hukum kurang jelas dan tidak tersedianya  penjelasan yang 
memadai bahkan tidak adanya penjelasan sama sekali, akan membuat adanya 
multi tafsir pada masing-masing pihak akan memiliki penafsiran berbeda. 
Sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan 
hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.  
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Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh 
masyarakat, anggota Polri atausumber lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota 
Polri. Adanya beberapa Implementasi hukum dalam tubuh Polri sering 
menjadikan penegakan hukum ditubuh Polri menjadi tidak memiliki 
kejelasan. Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum. 
Adanya beberapa jenis proses peradilan dan hukuman dapat menjadi celah 
dalam memberikan tindakan dan sanksi bagi anggota Kepolisian yang 
melakukan pelanggaran atau tindak pidana. 
Kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum 
antara lain diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum alasan 
kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, 
tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.akan diberikan Hukuman disiplin.  
Hukuman disiplin dapat berupa
30
:   
a.  teguran tertulis;   
b.  penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;   
c.  penundaan kenaikan gaji berkala;   
d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;   
e.  mutasi yang bersifat demosi;   
f.   pembebasan dari jabatan;    
g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 
 
Hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik diantaranya 
Etika Kenegaraan, Etika Kelambagaan, Etika Kemasyarakatan atau Etika 
kepribadian tercantum dalam Dalam pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode Etik Profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa
31
: 
(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi 
Pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, berupa: 
a.  perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela 
                                               
30Op Cit. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
31I b I d. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
  
b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan 
Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan 
pihak yang dirugikan. 
c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, 
kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 
(satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan. 
d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- 
e. kurangnya 1 (satu) tahun. 
f. Dipindahtugaskanke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun. 
g. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau 
h. PTDH sebagai anggota Polri. 
 
Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya 
kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum.Kegagalan 
penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi 
ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat 
penegak hukum itu sendiri.
32
 
Permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari 
kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan 
yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan 
masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak 





Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Menjelaskan bahwa : “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan 
tuntutan pidana”. Hal ini berarti Penjatuhan hukuman oleh Ankum secara 
subyektif kepda terperiksa yang melakukan pelanggaran pada persiadangan 
disiplin akan diproses secara Peradilan umum atas tindak pidana anggota 
Polri yang belum menuntaskan perkaranya. Penjatuhkan sanksi hukuman 
disiplin yan ringan bahkan berat belum membebaskan terperiksa dari sanksi 
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pelanggaran disiplin, karena harus melalui lagi proses Penyidikan pda 
Peradilan umum. 
Jika hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan 
bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. penegakan 
hukum terhadap peraturan baik disiplin, kode etik dan pidana terhadap 
anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu 
secara maksimal memberikan dampak negatif bagi perilaku anggota Polri 
baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari 
penegakan hukum peraturan disiplin, kode etik, atau tindak pidana masih 
terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan 
dalam melakukan pelanggaran. 
C. FaktorMasyarakat / KorbanYang TidakMelaporkan Adanya Tindak 
Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polri Kepada Propam 
Masyarakat menjadi korban kekerasan dalam Unjuk rasa yang dilakukan 
oleh anggota Polri, terkadang enggan untuk melaporkan ke Pihak propam 
Polri. Keengganan ini dapat dijadikan salah satu penyebab pihak Propam 
yang merupakan penegak hukum di Kepolisian tidak memproses laporan 
adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.  
Masyarakat yang tidak melaporkan padahal hukum tersebut telah berlaku 
dan diterapkan.Pendapat masyarakat mengenai hukum ikut mempengaruhi 
penegakan hukum dengan kepatuhan hukum.Salah satu pendapat masyarakat 




Korban kekerasan dalam berunjuk rasa dapat melaporkan kepada 
Propam. Provos adalah satuan fungsi pada  Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk  membina dan 
menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Beberapa pengunjuk rasa yang 
mendapatkan kekerasan, cenderung tidak mau melaporkan adanya tindakan 
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kekerasan kepada Kepolisian. Pengunjuk rasa yang terlibat bentrok dengan 
Kepoilisian, harus ke Kantor Kepolisan kembali untuk melaporkan adanya 
kekerasan. Hal itu dianggap  akan menimbulkan permasalahan baru, karena 
korban akan memicu melaporkan anggota Kepolisian yang melakukan 
kekerasan. 
Budaya dalam organisasi Polri seperti yang ada saat ini belum terlalu 
efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, pengembangan 
budaya yang kurang secara terarah dan mengakar kepada kehidupan 
organsasi. Dan menyebabkan Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan 
berperilaku yang konsisiten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh 
Polri.Propam yang merupakan Penegak Hukum Polisi dianggap pengunjuk 
rasa akan berat sebelah dan kurang kompeten dalam menegakkan 
hukum.Peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum rendah maka 
akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan 




Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung 
jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian 
pendapat di muka umum.Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka 
umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk 
menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang 
berlaku.  
 
3. Langkah Yang Seharusnya Ditempuh Propam Polri Terhadap Anggota 
Polri Yang Melakukan Kekerasan Kepada Pengunjuk Rasa 
A. MemaksimalkanMentalitasKinerja Propam Polri Dalam Penegakan 
Hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran 
Fungsi Seksi Propam dengan yang bertugas langsung melaksanakan 
pengawasan dan  penindakan dapa dijalankan secara maksimal terhadap 
anggota Polri yang bermasalah. Oleh karena itu apabila Tugas dan 
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tanggungjawab Propam Polri ingin dapat berjalan secara maksimal dan sesuai 
harapan, maka harus dilaksanakan dan dipedomani berlandaskan pada 
peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :  
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang 
pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang 
peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang 
pelaksanaan tehnis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  
d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak 
menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  
e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara 
penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  
f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata carasidang 
disilpin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja 
komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah 
hukum. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada 
hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi. 
Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan 
untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib 
kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Ankum atau atasan yang berhak 
menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan 
menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. 
Aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin 
anggota Polri adalah 1) Aparat yang menguasasi hukum, 2) Memiliki 
keterampilan teknis yuridis, 3)  Berintegritas, 4)  Profesional, 5)  Bersih, 
memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disipilin. 
  
Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin bagi 
anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa :  
1) Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima 
oleh rasa keadilan. 
2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum 
disiplin anggota Polri.  
3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.  
4) Pembinaan kesadaran hukum.  
5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.  
6) Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk 
menghindari kekecewaan masyarakat.  
7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya 





Di kalangan Kepolisian di berbagai negara telah mencoba membangun 
empat lapisan kultur  polisi, yaitu 
37
: 
1. Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah 
mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum 
2. Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan 
masyarakat,baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang 
yang bukanperilaku kejahatan.  
3. Mempelajari ethos keda atau semangat polisi dalam lingkungan 
kerjanyasehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.  
4. Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil 
polisidalam tugas di lapangan. 
Polisi dan masyarakat yang demokratis, pada prinsipnya berdasarkan atas 
supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, 
transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada 
masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. 
Untuk itu komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk 
menegakan supremasi hukum melalui
38
 :  
a) Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara 
berjenjang.  
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b) Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus-
menerus sehingga tumbuh kasadaran akan pentingya kebanggaan 
terhadap profesi Kepolisian. 
c) Membangun kemitraan dengan masyarakat. 
d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri 
diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri 
sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi 
bahkan melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri. 
 
Proses Peradilan Pidana bagi anggota  Kepolisian Negara Republik 
Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku 
dilingkungan Peradilan Umum. Hukum dibuat bagi setiap negara bertujuan 
untuk mengungkapkan pandangan-pandangan normatif warga negaranya atas 
kerugian dari setiap bentuk tindakan kejahatan dan menetapkan bentuk 
hukuman.bahwa ketika seseorang melanggar hukum dan melanggar 
peraturan, ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan 




B. Memahami Produk hukum dan perundang-undangan Dalam 
Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Akuntabel 
Penyidik Propam memilki banyak refrensi produk hukum dan 
perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus 
di internal Polri. Sehingga pada saat melakukan penyidikan penyidik Propam 
dapat menerapkan pasal sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota 
Polri. Menurut Jimly Asshiddiqie “para penegak hukum dapat dilihat 
pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, 
dan kultur kerjanya masing-masing.Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat 
sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-
sendiri”.40 
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Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan 
signifikan dalam menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat 




1. Melakukan pelatihan teknis pelaksanaan penyidikan perkara 
Pelanggaran Disiplin, kegiatan rapat kerja teknis Internal propam dan 
kegiatan pelaksanaan supervise Internal Propam 
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan Penyidikanperkara 
pelanggaran disiplin dengan materi pelatihan: 
(1)  Pembuatan laporan / pengaduan, teknik penyelidikan.  
(2)  Teknik pemeriksaan saksi dan terperiksa.  
(3) Penerapan pasal, pembuatan resume dan pemberkasan perkara 
pelanggaran disiplin.  
(4)  Pembuatan persangkaan dan tuntutan perkara pelanggaran disiplin.  
(5)  KUH Pidana dan KUHAP.  
(6)  Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana.  
(7) Peraturan Pemerintah Rl NO.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 
Anggota Polri, Peraturan Pemerintah RI NO.2 Tahun 2003 tentang 
Peraturan Disiplin Anggota Polda, Peraturan pemerintah RI NO.3. 
Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional peradilan 
umum bagi anggota Polda dan  
(8)  Peraturan Kapolri No.7 dan No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 
Polri. 
 
C. Inisiatif Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan Dan Menerima 
Laporan Pengaduan Dari Korban Kekerasan Pengunjuk Rasa 
 
Berawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang 
terjadinya pelanggaran disiplin, khususnya tindak kekerasan kepada 
pengunjuk rasa oleh anggota Polri dilakukan kegiatan penyidikan dengan 
kegiatan pemeriksaan dan penyelidikan kepada anggota Polri dan korban 
pelapor. Penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah 
hukum dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan 
menjunjung tinggi keadailan. Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya 
hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka 
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penegakan hukum secara konsepsional dalam upaya penegakan  hukum 
berkeadilan. 
Propam melakukan Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota 
Polri. Dalam kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan masyarakat dan 
berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan 
laporan kepada pimpinan atas kasus yang terjadi dengan Penerapan pasal 
atas pelanggaran disiplin secara tepat. Inisatif Pihak Propam dalam penegak 
hukum adalah menerapkan hukum disiplin anggota Pori dalam hal ini 
Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan 
untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib 
kehidupan anggota Polri. Seksi propam yang merupakan penegakan 
hukumnya Polri bertugas untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai: 
1. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan 
tindakan personel Polri; 
2. penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres; 
3. pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan 
profesi personel; 
4. pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan 
telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan 
5. penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan 
hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin 




Propam Polri yang memiliki banyak referensi hukum dan perundang-
undangan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal 
Polri. Sehingga dalam perkembangan proses penyidikan perkara 
pelanggaran disiplin, anggota Polri dipublikasikan secara luas kepada 
masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang menjadi korban, 
disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Propam Polri. 
Mengimplementasikan nilai-nilai paradigma baru Polri sebagai polisi 
yang berwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polri dalam proses penegakkan 
hukum disiplin anggota Polda seperti : 
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a) Dalam melakukan penyidikan pelanggaran disiplin hendaknya 
didasarkan pada keunggulan yang berorientasi  prestasi, dedikasi maupun 
kejujuran bukan karena kepentingan pribadi ataupun golongan. 
b) Dalam penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin 
didasari oleh komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral. 
c) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran disiplin sampai dengan penjatuhan 
hukuman disiplin harus dapat dipertanggung jawabkan, transparan, tidak 
diskriminuatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada menitikberatkan 




Dengan kondisi penegakan hukum yang memiliki insiatif disiplin 
anggota Polri yang sesuai harapan niscaya akan menjadikan tegaknya 
disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma baru Polri sebagai 
polisi yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.  
Penutup 
Berdasarkan analisis masalah, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Bahwapertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan 
tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa belum terlaksana sebagaimana 
mestinya terbukti tidak adanya proses Peradilan dan pemberian sanksi, baik sanksi 
Disiplin, sanksi Kode etik maupun sanksi Pidana oleh Propam Polresta Pontianak 
Kota. 
2. Beberapa Faktor-faktor Penyebab Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota 
Polri yang melakukan Kekerasan terhadap pengunjuk rasa Belum terlaksana 
sebagaimana mestinya, diantaranya : 
a. Faktor Mentalitas Penegak hukum 
  Seksi propam yang merupakan penegakan hukumnya Polri dinilai kurang 
dapat melaksanakan fungsinya.Lemahnya mentalitas dan tidak adanya inisiatif 
aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Karena peraturan yang sudah baik, namun dengan 
kualitas penegak hukum yang masih rendah akan menimbulkan banyak masalah. 
 b. Faktor Hukumnya Itu Sendiri 
Adanya beberapa Peraturan Perundang-undangan di tubuh Polri membuat 
Penegakan hukum di Internal Polri menjadi kurang jelas adanya multi tafsir 
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pada masing-masing pihak akan memiliki penafsiran berbeda, pada akhirnya 
akan berpengaruh pada  Implementasi hukum itu sendiri, apakah akan diproses 
secara Disiplin, Kode Etik, dan/atau Peradilan Umum. 
c. Faktor  Masyarakat/Korban Yang  Tidak  Melapor ke Propam 
Korban kekerasan yang dilakukan anggota Polri dalam berunjuk rasa 
kebanyakan enggan melaporkan ke Propam, masyarakat  masih menganggap 
proses Hukum Polisi akan berat sebelah dan kurang kompeten dalam 
menegakkan hukum. 
3. Langkah yang Seharusnya ditempuh Propam Polri terhadap anggota polri yang 
melakukan kekerasan kepada pengunjuk rasayakni dengan cara :Memaksimalkan  
Mentalitas   Kinerja  Propam  Polri   Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota 
Polri, Memahami Produk Hukum Dan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan 
Penegakan Hukum  Yang   Profesional dan Akuntabel, Dan Inisiatif  Propam  Polri  
Dalam MelakukanPenyidikan Dan menerima Laporan  Pengadauan  Dari  Korban 
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